PERJANJIAN SEWA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA
DENGAN
YANTO HERYANTO
TENTANG
SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH UNTUK KANTIN
Nomor : W10-A23/1358/PL.01/1V/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di Tasikmalaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

'

1. Shofiyuddin Miftah Farid S.Ag. Selaku Kuasa Pengguna Barang, Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya yang berkedudukan di jalan Letnan Harun Kota
Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kota
TasiKmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Yanto Heryanto, Pekerjaan wiraswasta, Alamat JI. Bojong Teungah, Gg. H.Dahlan
nomor 32 Rt.02,Rw.10 Kota Tasikmalaya, Dalam hal ini bertindak atas nama diri
pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA-
PIHAK

PARA-PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian sewa tentang sewa barang milik negara
berupa tanah untuk usaha kantin pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan
ketentuan sebagai berikut .

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang no 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

4. Peraturan Mentedi Keuang Republik Indonesia nomor 78/PMK.06/2014 tentang
Tata cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara:

5. Peraturan Menteri Keuang Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang
Pemanfaatan Barang Milik Negara:;



6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung  Republik Indonesia  nomor
20/SEK/SK/5/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa
Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada
Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung dan Para Ketua pengadilan Tingkat
banding di seluruh Indonesia:

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
186/SEK/SK/IV/2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
berupa sebagian Tanah/Atau Bangunan Pada Pengadilan Agama kota Tasikmalaya

9. Surat Menteri Keuangan nomor S-21/MK.6/KNL.0805/2023 tanggal 31 Maret
2023perihalPersetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah
dan/atau Bangunan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK
dalam melakukan Kerja Sama melalui kegiatan sebagaimna dimaksud dalam ruang
lingkup Perjanjian Kerja sama ini.

2. Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk tertib Administrasi dalam
pelaksanaan sewa tanah untuk usaha kantin pada Pengadiilan Agama Kota
Tasikmalaya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Perjanjian Kerjasama ini adalah sewa barang milik Negara berupa tanah pada
PIHAK KESATU disewakan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut .

a. Menerima pembayaran sewa atas tanah seluas 10 M 2 yang terletak di jalan
Letnan Harun, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya,
yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk kantin sebesar Rp. 1.800.000,-
(satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (Tiga) tahun, paling lambat 2(dua)
hari kerja sebelum perjanjian sewa ini ditandatangani.

b. Menyediakan tanah seluas 10 M2 yang terletak di jalan Letnan Harun, Kelurahan
Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya,untuk duimanfaatkan oleh
PIHAK KEDUA sebagai Kantin.

C. Menyetor langsung penerimaan uang sewa tanah tersebut sebesar Rp. 1.800.000 -
(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dimaksud pada huruf a. ke rekening
Kas Umum Negara.



2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

a. Memanfaatkan tanah milik PIHAK KESATU yang terJetak di jalan Letnan Harun,
Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kola Tasikmalaya, untuk
digunakan untuk Kantin sebagaimana dimaksud pada ayat 1) hurup b;

b. Membayar sewa tanah yang digunakan sebagai bangunan kantin kepada PIHAK
KESATU sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama Tiga
tahun paling lambat 2(dua) hari kerja sebelum perjanjian sewa ini ditandatangani;

C. Menjaga keamanan dan kebersihan dilingkungan kantin;

d. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan BMN yang disewakan
selama masa sewa hingga penyerahannya kembali dalam kondisi baik kepada
PIHAK KESATU

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Sewa ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak
tanggal (1 Maret 2023 sampai dengan 28 Pebruari 2026) dan diperpanjang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK:

PARA PIHAK melakukan konsuhasi atas rancangan perpanjangan perjanjian Sewa

ini selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa ini:

Dalam salah satu pihak berkepentingan untuk mengakhiri Perjanjian Sewa ini
sebelum berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak
lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga ) bulan sebelumnya;

Pengakhiran Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
mempangaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan
terlebih dahulku sebelum berakhir Perjanjian Sewa ini.

Apabila Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi,maka PIHAK KEDUA
harus mengembalikan tanah kantin seperti semula.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan keadan memaksa (force majeure) adalah Keadaan-Keadaan

diluar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK

dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, yaitu

a. Gempa bumi besar, angin rebut(topan), kebakaran besar,banjir besar,tanah
longsor,dan wabah penyakit dan,

b. Pemogokan Umum, huru-hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan
lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.
Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
pihak yang mengalami keadaan memaksa berkewajiban membei1tahukan secara
tertulis kepada lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender sejak saat
dimulainya, begitu juga saat berkhimya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat

pemerintah yang berwenang.

Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat 2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa
sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sebagaimana keadaan memaksa



Pasal 7
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang mengubah bentuk, memasakmenga\ih pungsikan bangunan
kantin.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran

Perjanjian Sewa Menyewa ini PARA PIHAK akan menyelesaikan selalui musyawarah
untuk mufakat.

Pasal 9
ADDENDUM/AMANDEMEN

1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini,

akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk addendum/-
amandemen

2) Adendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peqanjian Sewa ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Sewa ini dibuat dalam rangkap 2(dua) asli dengan materai cukup dan masing-

masing mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

PIHAK KEDUA

_ SEPLLUH RIBL RLPIAM

Yanto Heryanto




